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GUBERNUR LAMPUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/J'h /B.III/HK/2014 

TENTANG·
 

HASIL EVALUASI
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAHKABUPATEN PESAWARAN
 

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang : a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran 
'"	 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang telah dievaluasi 

sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu 
menetapkan Keputusan Gubemur Lampung tentang Hasil 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran 
tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

3.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun i009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah; 

4.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota: 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksariaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 
Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2011; 

8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-346/MK.7/2014 Tanggal 22 
Juli 2014 hal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Pesawaran 
tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. 
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MEMUTUSKAN:
 

Menetapkan:	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN 
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG. 

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pesawaran tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Bupati Pesawaran bersama DPRD Kabupaten Pesawaran segera 
melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan 
Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada Diktum Kesatu. 

KETIGA ; Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah 
disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah 
tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila 
Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil 
evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

KEEMPAT :	 Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya 
disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung 
paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal /) - 'J'- .£,Iy. 

GUBERNUR LAMPUNG, 

Tembusan: 
1. Menteri Keuangan di Jakarta; 
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan: 

Research
Rectangle



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GU~RNUR LAMPUNG 
NOMOR : GI IB./II1HK/2014 
TANGGAL:;; - 1- 2014 

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATl.IRAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN 
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERAITERA ULANG 

No I Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempumaan Keterangan 
1 I 2 3 4 5_~ii<';;;-_ 

1 I Kop Raperda 
. ":",:",,i(;i-'

Kop Raperda d. t, k 
tata naskah 'ar 
berpecloman pada 
Undang-undang Nemer 
12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan 
Perundang-Ul\da~an 
dan Peratu~~enteri 
DaJam Negeri Nemor 1 
Tahun 2014. tentang 
Pembentukan Prod uk 
Hukum Daerah. 

2 Diktum Menimbang a. 

b. 

c. 

bahwa da/am rangka melindungi konsumen dan a. 
produsen dalam hal kebenaran dan ketepatan 
pengukuran atas penggunaan alat ukur, takar, 
timbang dan perlengkapan (UTTP), perlu disliIaksR 
pSlIlbillaall keRRli'Fllllisiall lieFlilpli peIS)'allaFl lSF8 
slaw'eFa wISA!!. IlalibFIl&; WRllll1 1Il8R!!w111lF kwalitll& 811lt 
lllillF, '1l1l1lF, tilll1i8All il8A p8FlilFlllkapaAA}'a ll11aF b. 
&8IlIlA'is&lllllyallllFlwll i1ipallsi; 
Ilallwa IlFlldll&81l dSIl IleFl&lIRRSA lleFlw FAliA!!lltalllli 
tSlltliAll Ilak dliFl h8lfJajilisFi dsllllil FAelElllWllSR 
Ile!!islsA j88FdllgaFl!lSFI, i1iFASAS pelsyaAaR 
1IIlllletFsiegiEiA 1Il8Ajadi IlS!liaA liIari 118!!iataA c. 
1l8Files8F1!1aFl lel'5elillt !lllFle lIleAdwllWA!I leFllij8laAYs 
1l8FilagsFI!!SA yall!! &81=181; 
bahwa sengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribU~i 
daerah maka Retribusi Pelayanan Tara/Tera Ulang 
merupakan salah satu jenis Retribusi yang dapat 
dipungut Daerah; 

bahwa dalam rangka melindungi konsumen dan 
produsen dalam hal kebenaran dan ketepatan 
pengukuran atas penggunaan alat ukur, takar, 
timbang dan perlengkapan (UTTP), perlu di lakukan 
pengawasan terhadap alat ukur, lakar, timbang dan 
perlengkapan (UTTP); 
bahwa berdasarkan Undang-Unoang Nomor 28 
Tahun 2009 tantang Pajak Daerah dan Retribusi 
daerah, Retribusi Pelayanan TeralTera Ulang 
merupakan salah satu jenis Rethbusi yang dapat 
dipungut Daerah; 
bahwa berdasarkan pertimbanqan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, dar. hunif b tersebut diatas 
dipandang perlu menetapkan peraturan Daerah 
tentang RetribusiPelayanan Terall1era Ulang; 

_ 

Diktum Menimbang 
disempurnakan 

---

( ------....
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d.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 
dimaksud pada hurut a, huruf b, EISA RII!Yf 8 ",sIIS
 
perlu menetapkan Peraturan:Daerah l(sIlIlIlS'8A
 

.'P9S8waraR tentang RetribusiPelayanan TerafTera 
Ulang; 

Angka 5 disempumakan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

5.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 5.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangDasar hukum 3 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana 'SISR 1181l8~alls 'isii E1illllsll '8~aklli~ sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); Indonesia Nomer 4844); 

Angka 11 disempumakan 
Tam Biaya Tera (Lembaran Negara Republik 

11 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang 11 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang 
Tam Biaya Tera (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 35), sebagaimana Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) , 
Tahun 1986 tentang tarit Biaya Tera (Lembaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (lembaran 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nemer 22, 
Nomor 3329); Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3329); 

Angka 16, 17 dan Angka16. f2eFslwrsR I2SFASRAtat:l "8"'8F 1S Talouo~ 20121 ISAtaAI 
19	 dihiJangkan karenaJ&Ris ~aA Tarif Atas zleRie I2SRSRAlaaA Msgar& SWlEsA 
tidak ada keterlkaitanPajah yaRoS BsrlalEw PafJa KSRi18RtBAQA PerdagQAgsR 
dengan Raperda{bembsrsR Megars Repwlililt IR£4sA8sia ;shl&lA 2Q1. 

Memo' 77, +ambstliii1Ji1 beA"l&SI=8R ~J8gaFQ RepwblilE
 
IRdsA8sia ~18m8F 63gg);
 

17.	 (2SFm,Wr=SR J2eROleFiAta~ ~lem6r 1 "aRhlA 1QQ7 IsRtaRg
 
PORyiilil( Pegawei Me88ri Elipil oi lsiRgl€WAgSA
 

--, 

P8FF18riR18~ QS8Fsl=a; 

19.	 Kepwtws8R ttElRElteri Qalam ~Je8E1ri ~IGm8F 7 Tatun~
 

2gga tsAtaRS PesemaJOl O~r8si9R81 PSFlyioik PS8&nvai
 
MQgsri Si~i1 Eli biRghwfXl881=l 128RHilFiAtSt;;, 68SFatl dslsM
 
~ _. ~ ,.:; . . 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun. 1981 Nemor 76, Tamoahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M
DAG/PERl3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, 
Timbang dan Perlengkapannya (UTIP) Yang Wajib 
Ditera dan Ditera Ulang. 

Tambahkan Undang
Undang tentang HUkum 
Acara Pidana dan 
Peraturan Menteri 
Perdaganagan dibidang 
Tera 
Urutan disesuaikan 
dengan hirartki perUUan 

4 

5 

Nama, Objek dan 
Subjek Retribusi 

Cara Mengukur 
Tingkat 
Penggunaan Jasa 

Pasal2 
Dengan nama Retribusi pelayanan teraltera ulang 
dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan 
jasa tera atau tera ulang, kalibrasi atas alat UTIP 

Pasal 3 
Objek Relribusi adalah pelayanan tera atau tera ulang 
adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar timbang 
dan pertengkapannya. 

Pasal4 
(1) Subjek Relribusi adalah orang pribadi atau badan 

yang menikmati pelayanan tera, tera ulang, jae;l 
kalibFQlli iHall alallJ+W dari Pemerintah Daerah. 

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk 
pemungut atau pemotong Retribusi. 

Pasal7 
Tingkat penggunaan jasa ~ 68Fll9SQFIHilFl j8Flis 119Fl 
tfSJEW8ASi pemberiaR jess PSIS)'8F18R daR ~6mbiJ'laaR, 

88R9 tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasltas
unt:?, laFl'l9Flya \"QI«1l dan pera/atan yang digunakan. 

Pasal2 
Denqan' nama Relribusi pelayanan teraltera ulang 
dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, 
takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan 
pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang 
diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 3 
Objek Retribusi Pelayanan TeralTera Ulang adalah: 
(1) Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbangan 

dan perlengkapannya;dan 
(2) Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang 

diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal4 
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan 

yang memperoleh pelayanan teraltera ulang dan 
Pemerintah Daerah. 

(2) Wajib Retribusi pelayanan teraltera ulang adalah 
orang pribadi atau badan yang memuat ketentuan 
peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk 
melakukan pelayanan retribusi. 

Pasal7 
Cara mengukur pengguna jasa tera/tera ulang dihitung 
berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, 
kapasitas dan peralatan yang digunakari 

Pasal 2 dan Pasal 3 
disempumakan disesuaikan 
dengan ketentuan Pasal 
122 Undang-Undang 
Nomor 28 tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah 

Pasal 4 disempumakan, 
disesuaikan dengan 
ketentuan Pasal 125 
Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah 

Pasal 7 disempurnakan 

(
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6 Struktur dan Pasal 8 Pasal 8 1. Pasal 8 
Besarannya Tarif Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan disempumakan, 
Retribusi tera/tera ulano adalah sebaaai berikut: teraltera ulano adalah sebagai berikut: dengan menghapus 

Tera Tera Ulano Tera Tera Ulano izin tipe dalam point 
Pengujia Pengujia 35.. 

nl .. nl .. 2 Pemberian izin tipe 
No Jenis UTIP dan BDKT Satua 

n 
Pengesa

han! 
PenguJlan!

Pengesahan 
No Jenis UTIP dan BDKT Salua 

n 
Pengesa

hanl 
PenguJlan!

Pengesahan 
. d ., t' d

an izm lpe tan a 
Pembatal (RP) Pembatal (RP) pabrik dan 

an an merekomendasikan 

I----o-+---~-----+~-l--"(IR-"P--,-'l_l-_~_--1 
1 2 34 5 1 2 

(RPI
34 5 

pelaksanaan 
.. 

A. Biaya Tera dan Tera B. BiayaTara dan Tera permohonan IZln 
Ulana Ulana merupakan 

1. UKURANPANJANG: 1. UKURANPANJANG: kewenangan 
a. Sampai dengan 2 m: c. Sampaidengan 2 m: Pemerintah Pusat 

1) Meter dengan buah 3.000. 2.500, 8) Meter dengan buah 3.000, 2.500. dan Pemerintah 

2) 
pegangan
MeIer meja dan 

buah 
buah 

5.000.
2,000,

4,000,
2.500. 9) 

pegangan
Meter meja dan 

buah 
buah 

5.000.
2.000.

4.000.
2,500.

p" h' 
.rovlns) se .I!"gga 

bahan logam buah 4.000, 7.000. bahan logam buan 4.000. 7.000. biaya penelitian 
3) Meter saku baja buah 5,000. 8,500. 10) Meter saku baja buah 5.000. 8.500. dalam rangka izin 
4) Salib ukur buah 10.000. 10,000. 11) Salib ukur buah 10.000, 10.000. tersebut tidak 
5) G~uge block buah 10,000. 10,000. 12) G~uge block buah 10,000, 10.000. diper1ukan sesuai PP 
6) 
7) 

MIcrometer 
Jangka sorong 

13) Mlaometer 
14) Jangka sorong 

• 
38 Tahun 2007. 

b. Lebih dan 2 m buah 10.000. 8.500. d. Lebih dan 2 m buah 10.000, 8.500.
sampai dengan 10 buah 2.000. 4.000. sampai dengan 10 buah 2.000, 4.000.
m: buah 15,000. 8,500. m: buah 15.000, 8,500,
1) Tongkat duga 6) Tongkat duga 
2) Meter saku baja buah 5.000, 8,500. 7) MeIer saku baja buah 5,000, 8,500.
3) Bahan ukur buah 30.000. 35.000. 8) Bahan ukur buah 30.000, 35.000.

kundang, Depth kundang. Depth 
tape buah 45.000, 8.500, tape buah 45.000, 8,500.

4) Alai ukur linggi buah 20.000, 50.000, 9) Alat ukur !inggi buah 20.000, 50,000.
orang orang 

5) Komparator 10) Komparator 
.............................. . , . 
Dan seterusnya......... Dan selerusnya . 

3i Q. Qiaya P8A8litiaA islam;am ~ ~ 
FaRska ijiR t)pe daR 4i.QQQ 

I ijiA t¥pe laRda paltFik 
ataw P8A8WkwF8R staw 
p8fili~~aAsaR laiRRya 
~aRi j8AiG. . t8R8RW 
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7 Penentuan 
Pembayaran, 
Tempat 
Pembayaran, 
Angsuran dan 
Penundaan 
Pembayran 

I(1) 
(2) 

I 

(3) 

Pasal12 

Retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas. 

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan selambat-Iambatnya 15 (lima 
belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan. 

Tata cara pembayaran, penentuan pembayaran 
angsuran dan pembayaran retribusi Ilililtillillilll 
dengan Peraturan Supati 

Pasal12 

(1) Retri~usi terutang harus dilakukan secara tunaillunas. 

(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan selambat-Iambatnya 15 (lima 
belas) hari sejak diterbitkannya SKRO atau dokumen 
la;n yang dipersamakan. 

(3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat 
pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran 
retribusi diatur dengan Peraturan Supati 

Pasal12 disempumakan 

8 Penagihan Pasal14 Pasal14 Pasa! 14 disempumakan 

(1) Penagihan retribusi yang tidak atau kurang bayar 
dilakukan denga!) menggunakan STRD dengan 
didahului surat teguran atau surat peringatan atau 
surat lain yang sejenis. 

(1) Penagihan retribusi yang tidak atau kurang bayar 
dilakukan dengan menggunakan STRO dengan 
didahului surat teguran atau surat peringatan atau 
surat lain yang sejems. 

(2) Pengeluaran surat teguran staw &wrat peringatan atallI 
surat lain yang sejenis sebagai tindak awal 
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 
setelah 7 (lujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(2) Pengeluaran surat teguranlperingalanlsural lain yang 
sejenis sebagai tindak awal pelaksanaan penagihan 
retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari 
sejak jatuh tempo pembayaran. 

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
sural teguran atau surat peringatan atau surat lain 
yang sejenis diterima oleh Subjek Retribusi, wajib 
retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. 

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
surat teguran atau surat peringatan atau sural lain 
yang sejenis dilerima oleh Subjek Retribusi, wajib 
retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. 

(4) Surat teguran alaw SWFat peringatan atallI surat lain 
yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikeluarkan oleh Supati atau Pejabat yang ditunjuk. 

(4) Surat teguranloenngatanlsurat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dikeluarkan 
oleh Supati atau Pejabat yang ditunjuk. 

(5) Tata cara penerbitan sail pBFI~'aF!lpaia!l S1"I4Q Ilall 
sural leguran alall BllFill peringatan atallI surat lain 
yang sejenis diatur dengan Peraturan Supati. 

(5) Tata cara Penagihan 
teguranloeringatanlsurat 
dengan Peraturan Bupati. 

dan penerbitan 
lain yang sejenis 

surat 
diatur 

(
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9 Tala Cara 
Penghapusan 
Piutang Retribusi 
Yang Kedaluwarsa 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Pasal1B 
Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi I (1) 
kedaluwarsa setelahmelampaui waktu,3 (tiga) tahun 
terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali 
jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di 
bidang Retribusi. 

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana I (2) 
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: 
a. diterbitkan Surat Teguran; atau 
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib 

Retribusi, baik langsung maupun tidak 
langsung. 

Dalarn hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana I (3) 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa 
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat 
Teguran tersebut. 
Pengakuan utang Retribusi secara langsung I (4) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah 
Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan 
masih mempunyai utang Retribusi dan belum 
melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 
Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung I (5) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
diketahui dari pengajuan perrnohonan angsuran 
atau penundaan pembayaran dan perrnohonan 
keberatan oleh Wajib Retribusi. 
:r:.ta· saFe ~8Rgt:lapw8aA JiiwtaRg FstFiliwsi YQAg 
1(89911.4"'8':861 dish" "sRgaR PifQhifQR SW~&ti. 

Pasal 18 

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi 
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tlga) tahun 
terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali 
jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di 
bidang Retribusi. 
Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: 
a. diterbitkan Surat Teguran; atau 
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib 

Retribusi, baik langsung maupun tidak 
langsung. 

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa 
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat 
Teguran tersebut. 
Pengakuan utang Retribusisecara langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurut b adalah 
Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan 
masih mempunyai utang Retribusi dan belum 
melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 
Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran 
atau penundaan pembayaran dan permohonan 
keberatan oleh Wajib Retribusi. 

Pasal 18 ayat (6) 
dihilangkan, karena 
sarna dengan .Pasal 19 
ayat (3) Raperda .: 

II 

10 Penyidikan 
(1) 

(2) 

Pasal21 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan I (1) 
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana retribusi daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

....... dst. 
(2) 

Pasal21 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan.tindak 
pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana. 

.......... dst 

Pasal 21 ayat 
disempumakan 

(1) 
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11 Penetapan dan 
Pengundangan 

Diundangkan di Gedong Tataan Diundangkan di Gedong Tataan 
pada tanggal pada tanggal 
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